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APBD Instrumen Pertumbuhan
Ekonomi Daerah

* Pastikan APBD Berjalan Maksimal, Bupati Gde Agung
Pimpin Rapat Evaluasi APBD Triwulan I Tahun 2015

MANGUPURA, NusaBali
Guna memastikanprogram

dan k€iaian pembangunan di Kabupaten
Badung berjalan dengan maksimal
sehingga berdampak positif terhadap
Dertumbuhan ekonomi daerah. maka
Bupati Badung Anak Agung Gde Agung
memimpin langsung rapat evaluasi untuk
memonitor dan mengendalikan
Delaksanaan APBD Triwulan ltahun 2015.

Rapat yang secara rutin dilaksanakan
setiap akhir Triwulan tiap tahun ina guna
melihat hasil capaian kinerja pada
tahun sebelumnya (tahun 2014) untuk
dijadikan tolok ukurdan bahan komparasi
pelaksanaan anggaran di tahun 2015.

Dalam Rapat Evaluasiyang dipandu
oleh Sekretaris Daerah Kompyang R
Swandika tersebut juga terungkap
bahwa secara kuantitas, realisasi yang
djcapai pada tahun anggaran 2014
sudah cukup baik dengan capaian
realisasi keuangan sebesar 88,79
persen serta capaian belanja modal

BUPATI A.A. Gde Agung bersama Wabup Mad6 Sudiana dan
Sokda Kompyang Swandika saat Rapat EvaluasiAPBD Triwulan
lTahun 2015 di Puspem Badung. Kamis (?41 lalu.

sebesar 84.68 persen dan melalui Demilihan
penyedia barang/jasa secara transparan yang
telah dilakukan menghasilkan efisensi yang cukup
tinggi yaitu sebesar '16,30 persen (Rp
191.255.940.118 ). "Saya memberikan apresiasi
yang tinggi atas kinerja seluruh pimpinan SKPD
beserta stal yang telah bekerja keras sehingga
kinerja pemerintahan dan capaian pembangunan di
Kabupaten Badung menunjukkan hasilyang memb-
anggakan sehingga pemerintah pusat memberikan
atensi khusus termasuk kehadiran langsung
Mendgarisecara [husus di kabupaten Badung Inl
salah satu buktibahwa kinerja kita mendapat apres-
iasidari Kemendagri. oleh karenanya apa yang telah
kita capar hendaknya dipertahankan dan terus
ditingkatkan dima6a yang akan datang," kata Bupati
Badung AA Gde Agung, saal Rapat Eval-
uasi Triivulan Pertami APBD TA 2015 di Ruang
Kortha Gosana, Kamis (2/4) lalu.

Selain agenda evaluasi, pada rapat lersebut juga
dilaksanakan soeialiasi Peraturan gupati Badung No.
58 tahun 2014 bntang Taia Kearsip€n Pemerintah
Kabupaten Badung oleh Kepala Kantor Arsip AA
Ngurah tuimbawa. Aca|a tersebui dlhadiri langsung
oleh Bupatr Gd€Aoung, Wabup I Made Sudiana, Sekda
Badung Kompyang R. Swandik€ serta pejabat lengkap
lirEkup Pemkab Badung tetmasuk. Carnat, Lurah s€rla
sekretraris SKPD di Badung.

Berkenaan denqan komitmen melaksanakan
pengadaan barang dan jasa yang meniadistimulan
irendorong p€rtumbuhan ekonomi daerah, Bupali
Gde Aouno menielaskan bahwa dalam era keler-
uut<aa-n siekararig ini, khususnya dibidang
pengadaan barang4asa, semakin dituntut untuk
memenuhi prinsip transparansi peng-
adaan. Sesuai komitmen Pemkab Badung guna
menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
kabuDaten Badung berjalan bersih dan
transparan, bupati mengingatkan kepada para
Kepaia SKPO agar memperhatikan dengan baik
kewairban terhadap Rencana Umum Pengadaan
{ RUP) ini. 'Kepala SKPO agar solalu be.koordinasi
denoan Kepaia LPSE dan Kepala ULP terkait hal
lers6but sehingga trdak terjadr kesalahan dalam

pemenuhan prinsip transparansi pengadaan
tersebut," pinta Bupati.

Ditambahkan bahwa pada pertengahan bulan
Januari yang lalu tepatnya pada tanggal 16 Januari
2015, Presiden mengeluarkan instruksi berkaitan
dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/
jasE pemerintah. Instruksi ini harus disikapi secara
sunqquh-sungguh oleh seluruh komponen
pem-eiintahan d1!ran baik eksekutif maupun legislatif.
Bupati juga minta perhatian anggota lim Anggaran
Perflerintah Daerah OAPO) agar tetap rnenjaga kinerja
yang sudah dicapai selama ini sehingga penetapan
APBD selalu tepat waktu. Sehingga Kepala SKPD
sudah bisa mengumumkan RUP tahun berikutnya
ssbelum borakhirnya tahun anggaran b€rjalan. Halini
penting karena morupakan keharusan sesuai aturan
juga untuk bisa mempercepat pelaksanaan pelelangan.
Yang paling penling dari iflstruksi tersebut adalah
proses p€ngadaan barang4asa harus sudah selesai
oalino lambat bulan Maret tahun berialan.' "Kami memahami instruksi ini sulii drpenuhi karena
awal tahun terjadi perubahan peraturan terkait
pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan
terbitnya Perpres No4 Tahun 2015tanggal16 Januan
20'15 tentang perubahan keempat atas Peraturan
Presidan No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
garang/Jasa Pemer ntah. sehingga beberapa bagian
dokumen pengadaaq memerlukan perubahan. Tetapi
sebagai abdi negara kita letap harus semaksimal
mungkin mampu mengikuti instruksi tersebut," kata
Buoati.

Berdasarkan data sampaidengan minggu ketiga
bulan Maret 2015, paket pengadaan yang sudah
diterima di ULP beriumlah 278 paket sedangkan
kalau dibandinokan denqan data pada tahun
sebelumnya pad: ninggu ketiga bulad maret 2014
sudah mencapai 363 paket. Walaupun terkendala
oleh perubahan peraturan, tetapi Bupati berharap
agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat
dipercepat sehingga selarn berkolerasi terhadap
serapan anggaran yang diharapakan dapat
memberikan manfaat yang maksimal upaya
mendorono Denumbuhan ekonomi daerah serta
memenuhi-k6butuhan masyarakat @
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Pastika Beri

'Lampu Hitau'Perusdd
* Untuk Kelola Taman BudaYAB
"Tidak perlu mun-afik, fl"fi:Zfl'Pemprov 

Bali, Kamis,

mgmang Sgmuanya ^ qititi,y'. sependapat jika Institut
' n s a ya h' ( b e ke rj a }.,il,I#,lr:' ll Jllt,_%:.p,*jdengan ikhlas)? harus Budaya kaiena a"prt r."lrJi *r*-

'mayah' atau bayar :f# 3ilXli,??:fi,til:fji:ti;i'fl;
jusa. Saya bukan apa_ fflji: lll,l1ffi il:f:i:T;L[?

apa, seni itu haruS di sana karena namanya pusat seni,

makan oransnya, dan i.',lf;511,:ft?l1l.i:?.ffiil'il9
untuk kasih Tqk?l '.T;#,ff:li;p dia, karau r..*,.on

harus pakai duit', Xmln:fi:llT,k?;..Hil,f
_ 

( G u b e r n u r B a I i, IXtHt'e;til ff 
t-: :ij SfrB: ?':trj

Made Mangku Pastika) ada duir jugi yang niasuk ke'ApBi

DEN'ASAR, NusaBari "'?:,T'uiTJil'#ui'f',11ili, ,",
Gubernur Bali Made Mangku biaya pengelotri" irrn*iri#

Pastika mengah.kan wacana penge- suaLn iufu[ Uesar. Apahg jika Tamln
lohan Taman Budava fArtcente4 cibn Budaya dibirat,niarrii.tlJp h*i."-
Perusda Bali buka'n unult< uryuan to- trrnvi- harus oipikirkan biavamersialisasi. "Bukan berarti konsumsi kepadi ;;;; ,;;'.;
kom,ersial isasi, tetapi semacam pembayaran lisF*, r.itparrr[iio ruij
retrrDusl, l(arena ada sesuail yang aht yang kemungkinan iusak hinssa
diberikan, maka ada sesuaur yang lugi m.nyagi t.u.rsit'in a-an i."ilffi::;
diberikan kembali," kaa paitiki salt menib;rikrn rlonoi ,nu,L ffiill',i.r.
memberi keteranqan pada warawan yang menari ;;p;yr---""ffiil

bersemangat
"Darimana duitrya, apa mesti dari

APBD? fadi, bukan dikomersialkan,
tetapi ada untuk membiayainya
karena masih banyak masyirakat
Bali yang hidup kelaparan,,, uyrrnya.

Pastika menegaskan, para senl_
man lu harus punya masa &pan, dan
optimalisasi Taman Budiya itu
sebagai bentuk apresiasi padi seni_
man karena di sana bisa dipamerkan
juga produk-produk keraiinan vans
memang berkualias. ,,Tidai< 

perlu muI

1,afi.k, qem.ang semuanya',ngayah,
tDeKe.rJa dengan ikhlas)? harus
'mayah' ahu bayar juga. Saya bukan
apa-apa, seni itu harus makan
orangnya, dan untuk kasih makan i

harus pakai duit," kahnva.
Pastika menambairt<a-n, ;il€pun ada

uang yang masuk dari optimalisasi
Taman Budaya, dipastikan ihr tidak
akan membEbani masyarakat secara
berlebihan dan wacana unfuk mel-
ibatkan Perusda Bali dahm hngkah
ter;1bu1 karena merupakan b{ian
dari Badan Usaha Milik-Daerah. "

"Bukan komersialisasi, kalau
komersialisasi semah-mab Drofi t Ini
untuk benefil Perusda harus ikut
ddripada diserahkan ke swasta
Karena unhngnya juga nanti masuk

hal. I .
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Sar^urnbaw -

ke provinsi," kahnya.
Sgbelumnya Perusda Bali mengu-

.sullon kepada Pemprov Bali agar
diberi kewenangan turut mengeloh
Taman Budaya untuk bisa mend-
abngkan pendapabn yang bbih op-
timal "Jika usuhn kami ini disetujui,
tentunya kamiakan mengeloh Taman
Budaya itrr di luar kegiabn Pestr Ke-
senian Bali yang memang tehh rutin
digelar setiap tahun;' kata Direktur
Perusda Bali Nyoman Baskara belum
hma ini.

Semenhrh Perhimpunan Hotel dan
Restoran In&nesia (PHRI) Provinsi Bali
menohk wacana komersialisasi Art
Center Denpasar dan berharap menjadi
sarana konservasi budaya. "Kami
prihatin jika Taman Budaya diswast-
anisasi ahu dikebh perusahaan. Biar-
hh kahu tidak sakral minimal tehp
profan. langan dikomersialkan," kah
Keua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha
Ardana Sukawati dalam diskusi
'Optimalisasi Taman Budaya di Cedung
Kirarnawa, Art Cenffe, DenpasaS Rabu

[1/4) hlu
Mantan Bupati Gianyar itu

berpandangan tidak tepat kalau
Taman Budaya itu ditargetkan
menghasilkan uang bagi pemerinbh
daerah. Kahu &mikian adanya, hnjut

dia, maka sangat disayangkan
karena 3,6 jqta wisatawan asing
datang ke Balf untuk menikmati
kebudayaan daerah. "Uangnya iht
dabng bwat pajak hotel dan restoran
IPHRJ dan jangan Taman Budaya
disuruh mendabngkan uan&" ucap
pria yang akrab dipanggil Cok Ace
llu

Menurut dia, jika suatu saat
setehh kegiabn di Taman Budaya
(seperti Pesh Kesenian Bali) men-
dahngkan uang, maka sebenarnya
bukan iljuan uhma, Justru sebqik-
nya terus diadakan berbagai
kegiatan seni dan ketika ada
wisatawan datang akan men-
dapatkan manfaatrya hnpa dibebani
brget apa pun.

Unbrk mendapatkan pendanaan
dahm menjaga kehsbrian Taman
Budaya, CokAce menyarankan Dinas
Kebudayaan dapat memanfaatkan
dari dana PHR itr "Dari sisi anggaran
sebenarnva tidak masahh. dan mari
kia kembalikan pada niat awal
adanya Taman Budaya i[r]' kahnya.

Ia'. menganalogikan Taman
Budaya sebagai pohon mangga. Obh
sebab itu perlu mencari tukang
bnam yang mengerti mangga untrk
dirawat dan dipanen. 6 ant nat

ha. z


